Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

niitiiean mnhl{:\mahagung_go_id

PENETAPAN
Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Buol

?—‘A)MUAA)M“M(‘“”

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas
perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Poyapi,
RT.033, RW.008, Kelurahan Buol, Kecamatan Biau,
Kabupaten Buol, sebagai "Pemohon”,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal
12 Mei 2016 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Buol
tanggal 12 Mei 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan NAMA ISTRI PEMOHON adalah orang tua kandung dari :

Nama : NAMA ANAK PEMOHON
Tanggal lahir : 07 Juli 1997, (umur 18 tahun, 10 bulan)
Agama . Islam

Pendidikan terakhir . SD

Pekerjaan . Tidak Bekerja
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Tempat tinggal di : Jalan Lingkungan Poyapi, RT.033, RW. 008

Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol
sebagai calon suami;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut

dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON
Umur : 17 tahun
Agama . Islam

Pendidikan terakhir . SMP

Pekerjaan . Tidak Bekerja

Tempat tinggal di . Linkungan Poyapi, RT.032, RW. 008, Kelurahan Buol,
Kecamatan Biau, Kabupaten Buol sebagai calon isteri;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan saling
cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun serta keduanya pun sepakat untuk
melangkah ke jenjang pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap
untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya
berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki
lain ataupun sedang dalam pinangan orang lain;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab,
semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan
tersebut;

6. Bahwa Pemohon sekeluarga beserta anak Pemohon telah melamar calon isteri
anak Pemohon tersebut, dan oleh calon isteri serta orang tuanya telah
menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;

7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga
kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau,

Kabupaten Buol;
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8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah

memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali
syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan
karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Biau dengan Surat Penolakan Nikah Nomor:
KK.22.06.01/PW.01/522/2016, tertanggal 11 Mei 2016;

9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena
hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk
dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat
khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada
perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan,
apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NAMA
ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama
NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini

mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah
datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah
memberikan nasehat terkait permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh
Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Islam;
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Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut

permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan
mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya,
maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Buol dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada

hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban
1437 Hijriyah, oleh kami Faiz, S.HI, MH., sebagai Ketua Majelis, Muhammad

Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI., M.SI., masing-masing sebagai hakim
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anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

serta dibantu Drs. Arifin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag Faiz, S.HI., MH

Hakim Anggota I,

Fathur Rahman, S.HI., M.SI

Panitera Pengganti,

Drs. Arifin

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp. 60.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 151.000,-
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